
 
MAHKAMAH KONSTITUSI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

IKHTISAR PUTUSAN 
PERKARA NOMOR 25/PUU-VIII/2010 

Tentang  

Wilayah Pertambangan Rakyat 
 

Pemohon : Fatriansyah Aria dan Fahrizan. 
 

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU 4/2009) terhadap 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
(UUD 1945). 

Pokok Perkara 
 

: Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (2) (UU 4/2009) bertentangan 
dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) 
dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. 

Amar Putusan : 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
2. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 

huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

3. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 
huruf f Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 
Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak 
mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 
5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

5. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 
5.000 (lima ribu) hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) 
tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara 
Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 
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Tanggal Putusan : Senin, 4 Juni 2012. 
Ikhtisar Putusan :  

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang menganggap pemberlakuan 
Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 4/2009 berpotensi merugikan hak konstitusional 
para Pemohon sebagaimana tertera Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (2) (UU 4/2009) 
bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) dan Pasal 33 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945.   

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para 
Pemohon adalah pengujian Undang-Undang in casu Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) 
UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka 
berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 
ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para 
Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma Pasal 22 huruf f dan Pasal 52 ayat (1) UU 
4/2009 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai perseorangan warga 
negara Indonesia, para Pemohon telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya 
yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan 
pengujian. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan para 
Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang 
yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak 
lagi terjadi. Dengan demikian para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 
sebagai para Pemohon dalam permohonan a quo; 

Terhadap pengujian konstitusionalitas UU 19/2019 sebagaimana didalilkan para 
Pemohon, setelah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti 
surat/tulisan yang diajukan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan Dewan 
Perwakilan Rakyat, dan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemerintah, Mahkamah 
mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21-22/PUU-V/2007 tentang 
pengujian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, 
bertanggal 25 Maret 2008, pada paragraf [3.9], telah dinyatakan, “… dalam Pasal 33 
UUD 1945 tersebut terdapat hak-hak ekonomi dan sosial warga negara sebagai 
kepentingan yang dilindungi oleh konstitusi melalui keterlibatan atau peran negara 
tersebut. Dengan kata lain, Pasal 33 UUD 1945 adalah ketentuan mengatur tentang 
keterlibatan atau peran aktif negara untuk melakukan tindakan dalam rangka 
penghormatan (respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-
hak ekonomi dan sosial warga negara”; 

2. Bahwa ketentuan tentang WPR di dalam UU 4/2009 adalah sebagai wujud 
pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanahkan kepada negara untuk 
terlibat atau berperan aktif melakukan tindakan dalam rangka penghormatan 
(respect), perlindungan (protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi 
dan sosial warga negara. Oleh karenanya, terhadap penjelasan Pemerintah tersebut, 
menurut Mahkamah, sepanjang menyangkut kriteria yang tercantum dalam Pasal 22 
huruf a sampai dengan huruf e, tidaklah mengandung pertentangan norma karena 
antara satu kriteria dengan kriteria lainnya dapat diberlakukan berdasarkan kondisi 
masing-masing wilayah yang berbeda-beda satu sama lain, sehingga kriteria yang 
tercantum dalam huruf a sampai dengan huruf e dapat diberlakukan secara alternatif 
maupun kumulatif. Namun, jika dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, menurut 
Mahkamah, justru berpotensi menghalang-halangi hak rakyat untuk berpartisipasi 
dan memenuhi kebutuhan ekonomi melalui kegiatan pertambangan mineral dan 
batubara, karena pada faktanya tidak semua kegiatan pertambangan rakyat sudah 
dikerjakan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun. Hal seperti ini dialami oleh 
para Pemohon sebagai pelaku usaha pertambangan rakyat di wilayah Bangka 
Belitung yang pada saat permohonan ini diajukan belum mencapai 10 (sepuluh) 
tahun menikmati usaha pertambangan rakyat; 

3. Bahwa untuk menentukan suatu kegiatan pertambangan sudah dikerjakan sekurang-
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kurangnya 15 (lima belas) tahun, tentu masih perlu pembuktian lebih lanjut, baik 
formil maupun materiil, sedangkan UU 4/2009 nyata-nyata tidak mengatur tentang 
kriteria dan mekanisme pembuktiannya. UU 4/2009 mengamanahkan ketentuan lebih 
lanjut mengenai kriteria dan mekanisme penetapan WPR sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 22, diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota [vide Pasal 26 UU 
4/2009]. Kalaupun benar bahwa ketentuan batas waktu 15 tahun menjadi bagian dari 
suatu kebijakan hukum terbuka (opened legal policy), tetapi baik Pemerintah maupun 
DPR, dalam keterangannya, tidak menerangkan adanya alasan-alasan logis-rasional 
tentang batas waktu 15 tahun sebagai tenggang waktu yang cukup untuk 
menentukan suatu WPR. Selain itu, dengan tidak adanya rujukan mengenai kriteria 
dan mekanisme yang sama bagi setiap pemerintah daerah untuk menentukan bahwa 
suatu lokasi pertambangan tersebut sudah dikerjakan sekurang-kurangnya 15 tahun 
atau belum, menurut Mahkamah, justru menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih 
lagi Pasal 22 huruf f UU 4/2009 juga dapat memunculkan pertentangan norma jika 
dikaitkan dengan Pasal 24 UU 4/2009 yang menyatakan, “Wilayah atau tempat 
kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai 
WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR.”, karena Pasal 22 huruf f 
memberi batasan pasti 15 tahun, sedangkan Pasal 24 tidak memberi batasan waktu. 
Menurut Mahkamah, Pasal 24 a quo berpotensi diinterpretasi secara berbeda jika 
dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f, sebagai berikut: 

4. Jika dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat dimaknai: 
“wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan sekurang-
kurangnya 15 (lima belas) tahun tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan 
untuk ditetapkan sebagai WPR”; 

5. Jika tidak dikaitkan dengan ketentuan Pasal 22 huruf f, maka Pasal 24 dapat 
dimaknai: “wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan baik 
yang belum 15 (lima belas) tahun dan/atau yang sudah 15 (lima belas) tahun tetapi 
belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR”; 

6. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya 
bagi masyarakat yang melakukan kegiatan pertambangan rakyat, menurut 
Mahkamah, ketentuan Pasal 24 UU 4/2009 telah cukup untuk menjamin kepastian 
hukum dan sekaligus menjamin diperolehnya penghormatan (respect), perlindungan 
(protection), dan pemenuhan (fulfillment) hak-hak ekonomi dan sosial warga negara, 
khususnya bagi para pelaku kegiatan pertambangan rakyat, baik yang sudah 
memenuhi waktu pengerjaan sekurang-kurangnya 15 tahun dan yang belum 
memenuhi waktu pengerjaan 15 tahun, sehingga tidak diperlukan adanya pengaturan 
sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 huruf f UU 4/2009 yang justru berpotensi 
merugikan hak-hak konstitusional warga negara; 

7. Bahwa permohonan para Pemohon terhadap Pasal 12B, Pasal 12C ayat (2), Pasal 
37B ayat (1) huruf b, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) dan ayat 
(2) UU 19/2019 telah kehilangan objek karena telah dinyatakan bertentangan dengan 
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat dalam Putusan Mahkamah 
Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019 bertanggal 4 Mei 2021. Adapun materi/muatan 
ayat yang belum dipertimbangkan dan diputus dalam putusan tersebut, setelah 
Mahkamah mempelajari secara saksama permohonan para Pemohon telah ternyata 
tidak terdapat uraiannya dalam posita permohonan para Pemohon a quo, oleh 
karenanya permohonan para Pemohon terhadap pasal-pasal a quo menjadi kabur. 
Mengenai kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 12 ayat (1) UU 19/2019, Mahkamah telah memberikan pertimbangan 
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 bertanggal 
19 Desember 2006 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 
bertanggal 24 Februari 2011 yang kemudian dikutip kembali dalam Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVIII/2019, bertanggal 4 Mei 2021, pada 
pokoknya tindakan penyadapan merupakan perbuatan yang melawan hukum yang 
dapat melanggar hak asasi manusia (hak privasi), namun tindakan ini dapat 
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dibenarkan secara hukum ketika hal tersebut diamanatkan oleh undang-undang dan 
dilakukan dalam rangka penegakan hukum. 

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah 
dalil para Pemohon berasalan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah 
menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut: 
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya; 
2. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

3. Pasal 22 huruf e sepanjang frasa “dan/atau” dan Pasal 22 huruf f Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 

4. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) 
hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) bertentangan dengan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

5. Pasal 52 ayat (1) sepanjang frasa “dengan luas paling sedikit 5.000 (lima ribu) 
hektare dan” Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 
dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) tidak mempunyai kekuatan hukum 
mengikat; 

6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia 
sebagaimana mestinya. 
 

 

 


